LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 49 TAHUN : 2001

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 12 TAHUN 2001

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1986
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KANTOR KELISTRIKAN DESA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat [ Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1986
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Kelistrikan Desa
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
sudah tidak sesuai lagi dengan perkem-
bangan keadaan dewasa ini, maka perlu
ditinjau kembali;

b. bahwa berhubungan dengan itu, maka
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Mengingat

&)

dipandang perlu ™
Daerah tersebut huruf 2 deng >
Daerah.

10 Tahun 19¢

. ’ omor
Undang-undang N si JawaTeng,

tentang pembentukan Propin

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1y

tentang Pemenintahan Dacrab (Lember,,
Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambas,,
Lembaran Negara Nomor 3839

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahy,

2000 tentang Kewenangan Pemenntzh Dy,
Kewenangan Propinsi Sebagal Daer;
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2y,
Nomor 54 Tambahan Lembaran Neg,
Nomor 3952);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahy
1999 tentang Teknik Penyusunan Peratur,
Perundang-undangan dan Bentuk Rz,
cangan Undang-undang, Rancang;
Peraturan Pemernintah dan Rancang;
Keputusan Presiden ( Lembaran Negz,
Tahun 1999 Nomor 70 ).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menatapkan

PERATURAN
DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

DAERAH PROPINSI

o:omc_: Vn?_c..ﬁ
gan Peray,,

“‘|

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT |
JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1986
TENTANG PEMBENTUKAN. SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
KELISTRIKAN DESA PROPINSI DAERAH
TINGKAT [ JAWA TENGAH.

Pasal 1

Mencabut Perauran Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa
Tengah Tentang Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa
Tengah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Gubernur
Jawa Tengah.

Pasal 3
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A gar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2001

GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd

MARDIYANTO
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Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 OKktober 2001
SEKRETARIS DAERAH

PROPINSI JAWA TENGAH
Pelaksana Hanan

ud

MULYADI WIDODO
Wakil Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kesejahteraan Rakyat

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 200
NOMOR 49

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 12 TAHUN 2001
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1986
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR KELISTRIKAN DESA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan

pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna khususnya
vang menyangkut bidang Kelistrikan Desa di Jawa Tengah,
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negenn Nomor 362
Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah
dan Wilayah juncto Keputusan Mentenn Dalam Negeri Nomor
85 Tahun 1984 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kelistikan Desa, Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 1986, vang pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, karena program kelistrikan Desa

ditangani oleh Perusahaan Listrik Negara.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya Gubernur Jawa
Tengah telah membentuk Panitia Likuidasi Kantor Kelistnkan

Desa dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
Jawa Tengah tanggal 21 Me1 1999 Nomor 060.05/16/1999.

]
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Schubungan dengan hal tersebut.
mencabut Peraturan Dacrah tersebut di atas

Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 3 Cukup jelas

maka perly
dengan Peraturan

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 50 TAHUN : 2001

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang bahwa dengan diundangkannya Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah juncties Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemenintah
Pusat Dan Daerah, dan Peraturan Pemenntah
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Dacrah Dan Wakil Kepala
Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan
Peraturan Daerah.
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Mengingat

)

(V¥

W

Undang-undang Nomor 10 Tahun [95)
tentang Pembentukan Propinsi Jawg
Tengah:

Undang-undang Nomor 22 Tahun 199¢
tentang Pemenntahan Daerah (Lembaray
Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839):

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Penmbangan Keuangan Aantara
Pemenntah Pusat Dan Daerah (Lembarzn
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahag
Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

Peramiran Pemernintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemenntah Dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerzh
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 1580
tentang Hak Keuangan / Administrasi
Kepala Daeran/Wakil Kepala Daerah Dan
Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala
Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran

~J)

10.

Negara Tahun 1980 Nomor 16. Tambahab
Lembaran Negara Nomor 3160)
sebagaimana telah beberapa kali diubab
terakhir dengan Peraturan Pemenntah
Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 121):

Peraturan Pemenntah Nomor 104 Tahun
2000 tentang Dana Penmbangan (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 201. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4021):

Peraturan Pemenntah Nomor 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung
jawaban Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 202. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022):

Peraturan Pemenntah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028):

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1995
tentang Teknik Penvusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Ran-
cangan Undang-undang dan Bentuk
Rancangan Peraturan Pemenntah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI JAWA TENGAH



MEMUTUSKAN

Menetapkan - PERATURAN DAERAH PROPINS| JA W,

TENGAH TENTANG KEDUDUKsy

KEUANGAN KEPALA DAERAH Day

WAKIL KEPALA DAERAH PROPINS] J2%
TENGAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah im1. yang dimaksud dengzn -

—_—

5.

o~
-

Daerah adalzh Propinsi Jawa Tengah:

Pemenntzh Daerah adalah Pemenintah Propinsi Jawa Tengk,
Kepala Daerah adalzn Gubemur Jawa Tengah:

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubemur Jawa Teazas:

Biaya Penunjang Operasional adalzh bizaya untuk menduiaag
pelaksanaan wgas Kepala Daerah dan Wakil Kepzla Daerze:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalabh Anggaran Pendapatan dan Belana
Daerzh Propsnsi Jawa Tengah.

BAB I

KEDUDUKAN KEPAILLA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negarz.

prs

Pasal 3

Pegana Negen yang diangka menjach Kepaia Daerah atzu
Waln] Kepala Daerah dibetaskan dan jabatan orgamknya
anpa kelilangan statusova seba. gz1 Pegawai Negeny.
Selamz menjad: Kepala Daerab ztan Wakil Kepala Daerzh
sebagzimana imaksud pada avat (1). Pegzna Negen vang
bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuz dengan
kewentuzn peraturan perundang-undangzan vang berizku

(3) Kepalz Daerab atau Wakil Kepala Daerzh vang beraszl dan

Pegzawa Negen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vang
berbents dengan hommat éan jabatannya dikembalikan kepadz
insizns; aszinva
BAB I
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
Bagian Pertamaz
Gaji dan Tunjangzan
Pasal 4

(1) Kepzla Daerah dan Wakil Kepalz Daerab dibenikan gaj. vang

(2)

(3)

terdin dan gan pokok. tunjangan jabatan dan tunjangan
lainnva

Besamya gap pokok Kepala Daerah dan Walal Kepala Daerah
sebaganmana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuas dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.
Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnva sebagaimanz
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuas dengan ketentuarn
peraturan perundang-undangan vang berlake bag: Pejabar
Negara

“&
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(4) Selaun gay pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepag,
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibenkan py|,
tunjangan Keluarga dan tunjangan beras disesuaikan dengz,
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bag,
Pegawai Negen Sipil.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkay
menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara

Bagian Kedua

Biaya Sarana dan Prasarana
Pasal 6

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing
disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan
biaya pemeliharaan.

(2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dan
jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatan dan barang-
barang perlengkapannya secara lengkap dan dalam keadaan
baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dan
Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas
Pasal 7

(1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan
kendaraan dinas.

(2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhent dan
jabatannyva. wajib menyerahkan kendaraan dinas dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah;

Bagian Keempat
Biaya Operasional

Pasal 8

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional sebagai
benkut :

a.

e

biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan
rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

biava pembelian inventans rumah jabatan dipergunakan untuk
membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala
Dacrah dan Wakil Kepala Daerah;

biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang
inventans, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan
dan barang-barang inventans yang dipakai atau dipergunakan
oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk
pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan
oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk
pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang
duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta
anggota Keluarga;

biaya Perjalanan Dinas, dipergunakan untuk membiayvai
perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

biaya Pakaian Dinas. dipergunakan untuk pengadaan pakaian
dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikutnva
atributnya:




h. biaya penunjang operasional, Ecﬁm:::r:
penanggulangan Kerawanan sosial ___:v..f_n_r.‘:. pen
dan kegiatan Khusus lainnya guna mendukung _X_gr.mpag
tugas Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah.

gamanan

Pasal 9

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Dacrah dan
Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ditetapkan berdasarkan Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah
sebagal benkut :

a.  sampai dengan Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar
rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp. 150.000.000,00
(Seratus lima puluh juta rupiah) dan setinggi-tinggi sebesar
1,75 % (satu tujuh puluh lima perseratus persen);

b. di atas Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupuah)
sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp. 262.500.000,00 (dua
ratus enam puluh dua juta lima ratus nbu rupiah) dan setinggi-
unggi sebesar 1% (satu persen);

di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar
ruptah) serendah-rendahnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta ruptah) dan setinggi-tingginya sebesar 0,75 % (tujuh
puluh lima perseratus persen);

d. diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sampai
dengan Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar
rupiah) serendah-rendahnya sebesar Rp. 750.000.000,00
(twuh ratus lima puluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya
sebesar 0,40 % (empat puluh perseratus persen);

2

nuntuk r.::a_:ﬁ_.

. o ; uh
¢ i aas Rp. 250.000.000.000.00 (dua witos A P .
mulyar rupiah) sampai dengan Rp. moo.ooo.ﬁéo.ooo.ooA lima

ratus milyar rupiah) serendah-rendahnya sebesar
Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-
ungginya sebesar 0,25 % (dua puluh lima perseratus persen).

. diatas Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah)

serendah-rendahnya Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua
ratus lima puluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya sebesar
0.15 % (lima belas perseratus persen)

Pasal 10
Pengeluaran untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan

kepada APBD.

BAB 1V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat menerima hak
keuangan lain di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah
ini sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. semua peraturan

L]
perundang-undangan vang bertentangan dengan Pératuran Dacrah

ini dicabut dan dinvatakan udak berlaku.
'
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Pasal 13
" : ey, al diundangi..
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada @ange t
. bkan pengund,
A gar setlap orang mengetahuinya. mcmcnnmh s Lc:;s‘
JEL A, Nhe
Peraturan Daerah ini dengan pt:ncmpaldnn,“l X

Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Semarang

Ditetapkan di
itetap Okiober

pada tanggal 31
GUBERNUR JAWATENG
ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
Pelaksana Hanan

ttd

MULYADI WIDODO
Wakil Gubernur Jawa Tengah
Bidang Kesejahteraan Rakyat

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001
NOMOR 30

30

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN UMUM.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, junctues Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Daerah, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. maka
perlu mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pejabat Negara.

Sebagal Pejabat Negara, Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk
gaji dan tunjangan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah. Selanjutnya untuk menunjang kegiatan
operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam
pelaksanaan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial.
perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya vang
berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan perlu
disediakan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.




Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Pasal 3 avat |

Pasal 3 ayat (2) dan
avat (3)

Pasal 4
Pasal 5

Pasal 6 ayat (1)

Pasal 6 avat (2)

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan dibebaska
adalah bahwa Pegawai Neger Yang
bersangkutan tidak lagi mencrnmg
tunjangan jabatan dan fasilitag
lainnya sejak yang bersangkutan
dilantik menjadi Kepala Daerahday
Wakil Kepala Daerah.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Seorang Pegawai Negen apabila
diangkat menjadi Kepala Daerah
atau Wakil Kepala Daerah hanya
menerima penghasilan dap
menggunakan fasilitas sebagai
Pejabat Negara.

Yang dimaksud biaya pemeliharaan
rumah jabatan termasuk biaya
pemakaian air, listrik, telpon dan gas
sesual dengan ketenfuan yang
berlaku dan kemampuan Keuangan
daerah.

Proses penyerahan rumah jabatan
dan barang-barang perlengkapan
dituangkan dalam Benta Acara.

Pasal 7

Pasal 8 huruf a

Pasal 8 huruf bs.d
huruf f

Pasal 8 huruf g

Pasal 8 huruf h

Yang dimaksud tanpa kewajiban
Pemenntah Daerah adalah bahwa
Pemerintah Daerah tidak menang-
gung segala ikatan yang dilakukan
oleh vang bersangkutan dengan
pihak lain sehingga menjadi beban
anggaran Pemenntah Daerah.
Serah terima dilakukan paling
lambat 1 (satu) bulan sejak yang
bersangkutan berhenti.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan biaya rumah
tangga adalah bantuan biaya untuk
menunjang kebutuhan minimal
terselenggaranya rumah tangga
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan pakaian
dinas yaitu Pakaian Sipil Harian,
Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil
Lengkap dan Pakaian Dinas
Upacara.

Yang dimaksud dengan kegiatan
khusus seperti kegiatan Kenegaraan,
Promosi dan Protokoler lainnya.
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Pasal 9 : Yang dimaksud dengan Pendapatz:
Asli Daerah adalah Pendapatan yan;
berasal dari hasil Pajak Daera:
Retribusi Daerah, Perusahaan Mili;
Daerah dan Pengelolaan Kekayaz
Daerah yang dipisahkan serta la.
lain Pendapatan Asli Daerah yan;
sah.

Pasal 10s.d ’
Pasal 13 - Cukup jelas.



